
 
 

BUPATI ACEH JAYA 

PROVINSI ACEH 

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA 

NOMOR     25    TAHUN  2019 

TENTANG  

RENCANA KERJA PEMERINTAH  KABUPATEN ACEH JAYA  

TAHUN  2020 
 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH JAYA, 

Menimbang  : a.  bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat 

(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten 
Aceh Jaya Tahun 2020; 

 

Mengingat    :   1. Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  

Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3893); 

  2. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2002  tentang  

Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten 
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya 
dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi  Nanggroe  Aceh  

Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4179); 

  3. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  
Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

  4. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  

Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);   

 

 



  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633); 

  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

 7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

 11. Peraturan  Presiden Nomor  2  Tahun  2015  tentang  
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  
Tahun  2015  –  2019; 

 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 21 Tahun 2011 
tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 

 



15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 
Nomor 9); 

 16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16); 

 17. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2014 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh 
Jaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya 

Tahun 2014 Nomor 9); 

 18. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten  Aceh Jaya 
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten 

Aceh Jaya Nomor 29); 

 19. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 (Lembaran 
Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 40); 

 20. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 

Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten 
Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 5); 

 21. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 119 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019 (Berita 

Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 119)  
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh 
Jaya Nomor 119 Tahun 2018 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Kabupaten Aceh Jaya 
Tahun 2019 Nomor 16); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG RENCANA 
KERJA PEMERINTAH  KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN  

2020. 

Pasal  1 

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut 
Kabupaten merupakan bagian dari wilayah Aceh sebagai 
suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi 

wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan perundang-

undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang 

dipimpin oleh seorang Bupati. 

 



2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya 
disebut Pemerintahan Kabupaten adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan 
kewenangan masing-masing. 

3. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya 
disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur 
penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri 

atas Bupati dan perangkat Kabupaten. 

4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati 
adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih 

melalui suatu proses demokratis yang dilakukan 
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur dan adil. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang 
selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan 

Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Kabupaten. 

6. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 
2020, yang selanjutnya disingkat RKPK Aceh Jaya 
Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun 
dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 

Pasal  2 

(1) RKPK Aceh Jaya Tahun 2020 merupakan penjabaran 

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022, yang memuat 

kebijakan arah keuangan Kabupaten termasuk di 
dalamnya Arah Kebijakan Umum dan Program 
Pembangunan Kabupaten Tahun 2020. 

(2) RKPK Aceh Jaya Tahun 2020 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menjadi: 

a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten 
(SKPK) dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 
SKPK Tahun 2020; dan 

b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam 
menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kabupaten (RAPBK) Tahun 2020 termasuk di 

dalamnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPPAS) 

APBK Tahun 2020. 

Pasal  3 

Dalam rangka menyusun RAPBK Tahun 2020 :  

a. Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPK Aceh Jaya 
Tahun 2020 sebagai bahan penyusunan dan 

pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 
bersama dengan DPRK; dan 

b. SKPK menggunakan RKPK Aceh Jaya Tahun 2020 
sebagai dasar dalam penyusunan dan pembahasan 
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPK. 

 



c. RKPK Aceh Jaya Tahun 2020 yang tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Jaya 

menelaah kesesuaian antara RKA Tahun 2020 dengan 
RKPK Aceh Jaya Tahun 2020 dan dibahas bersama DPRK. 
 

Pasal 5 

Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPK Aceh Jaya  
Tahun 2020 sebagai pedoman dalam melaksanakan 

pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan 
pembangunan daerah, meliputi : 

a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan 
perencanaan pembangunan Kabupaten; 

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana 

pembangunan Kabupaten; dan 

c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan 

Kabupaten. 

Pasal 6 

Penjabaran RKPK  Aceh Jaya Tahun 2020 merupakan 

lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya. 

Ditetapkan di Calang 
pada tanggal  16 Juli  2019 M 

          13 Zulqaidah 1440 H 

BUPATI ACEH JAYA, 

T. IRFAN TB 

 
Diundangkan di Calang 

pada tanggal    16   Juli             2019 M 
      13   Zulqaidah   1440 H 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN ACEH JAYA, 

MUSTAFA 

 

 

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2019 NOMOR .....25..... 
 

 


